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ABSTRAK

	
Kajian tentang pembangunan desa tengah populer dalam diskursus politik dan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, beberapa desa di Indonesia mulai mengembangkan smart village. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan  untuk menganalisis pengembangan smart village di Kabupaten Lombok Utara dengan titik fokus pada  desa wisata di Desa Senaru. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) elemen pokok smart village, yakni smart people, smart government, smart economy dan smart environment.

 Kata Kunci : Desa Cerdas; Desa; Desa Wisata


ABSTRACT


Studies on the development of villages are popular in political and governmental discourse. Along with the development of information technology, several villages in Indonesia have started to develop smart village projects. Therefore, the research is focused on analyzing the development of Smart village in North Lombok Regency with the focal point of the tourist village in Senaru village. Data was collected through interviews and . literature review. The results revealed that there were four main elements of the smart village, namely smart people, smart government, smart economy dan smart environment.
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PENDAHULUAN
Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menciptakan terobosan politik yang mendasar dalam demokratisasi relasi negara-desa. Melalui UU tersebut, desa diposisikan sebagai “pemerintahan masyarakat” yang memiliki kewenangan luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan baik berlandaskan sistem desa otonom yang disebut “desa”. Kewenangan desa yang cukup besar itu dimungkinkan berkat dua asas utama yang terdapat di dalam UU Desa sekaligus membedakannya dari berbagai regulasi sebelumnya terkait pemerintahan desa, yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi yang diartikan sebagai “pengakuan terhadap hak asal-usul”, sementara asas subsidiaritas yang diartikan sebagai “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa” [footnoteRef:1]. Berdasarkan peraturan, maka telah jelas negara mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya. Oleh karena itu, adat istiadat juga hak-hak tradisional yang dimiliki oleh desa senantiasa dijunjung tinggi sebagai perwujudan ciri khas dan pengakuan atas desa sebagai otonomi asli. Nilai-nilai tradisional yang ada pada masyarakat desa diantaranya berupa ikatan kekeluargaan yang erat serta menjunjung tinggi kegotong-royongan. Sejalan dengan itu Simangunsong mengatakan bahwa,”Corak kehidupan di desa didasarkan pada Ikatan Kekeluargaan Yang Erat. Masyarakat merupakan suatu ‘gemeinschaft’ yang memiliki unsur gotong royong yang kuat”[footnoteRef:2].   [1:  Penjelasan Asas Pengaturan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa]  [2: Fernandes Simangunsong, Transformasi Organisasi Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Alfabeta, Bandung, 2014, Hal.23] 

Jumlah desa yang tidak sedikit di Indonesia merupakan salah satu tantangan dalam upaya pembangunan desa. Data terakhir menunjukkan jumlah desa mencapai 83.931 yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT (Unit Pemukiman Transmigrasi/Satuan Pemukiman Transmigrasi)[footnoteRef:3]. Untuk mencapai pembangunan desa yang maksimal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2017 mencanangkan empat program prioritas untuk desa. Pertama, produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades). Kedua, membangun embung air desa. Ketiga, mengembangkan BUMDes. Keempat, membangun sorga desa[footnoteRef:4]. Sebaliknya, dari bawah desa secara mandiri mulai menunjukkan aktivitas pembangunan. Dana desa dalam beberapa kasus telah berhasil menstimulus meningkatnya upaya pembangunan desa dari bawah. Berdasarkan kajian dari berbagai media menunjukkan beberapa desa di Indonesia telah berhasil mengelola dana desa untuk percepatan pertumbuhan ekonomi mereka. Misalnya dengan mengelola dana desa melalui pembangunan wisata berbasis BUMDes seperti Desa Wisata Hijau Bilebante di Lombok Tengah. Desa Wisata Hijau Bilebante pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan dari Kemendes PDTT sebagai Desa Wisata terbaik dalam ajang Desa Wisata Award 2017. Terpilihnya Desa Bilebante karena dinilai telah mampu menjalankan roda perekonomian melalui Desa Wisata[footnoteRef:5].  [3: https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.]  [4:  http://www.berdesa.com/4-program-prioritas-kementerian-desa-beserta-tujuannya]  [5:  https://monitor.co.id/2019/02/06/keren-desa-di-lombok-tengah-ini-sukses-kembangkan-wisata] 

Pembangunan desa melalui program-program desa yang inovatif tersebut pada akhirnya menginisiasi munculnya model pembangunan desa berbasis konsep smart village. Konsep ini diadopsi dari konsep smart city yang lebih dulu dikenal di Indonesia. Istilah smart village mulai dipakai oleh beberapa desa di Indonesia. Misalnya sebutan smart village pada Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengembangan Desa Cerdas dengan konsep pemberdayaan masyarakat[footnoteRef:6]. Sebagai langkah upaya untuk pengurangan kemiskinan, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran (Nawacita ke-3). Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dengan meningkatkan perhatiannya pada pembangunan desa, sehingga berbagai upaya untuk membangun desa telah dikembangkan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Cerdas (Smart Village) yang diadopsi dari konsepsi Smart City Implementasi konsep desa cerdas di Indonesia saat ini masih beragam, dan masing-masing daerah mengakui bahwa desa mereka telah menerapkan smart village. Meski banyak daerah mungkin telah mengklaim bahwa daerah masing-masing telah mengembangkan konsep dari smart village namun sampai saat ini belum ada definisi pasti apa sebenarnya yang dimaksud dengan Desa cerdas (Smart Village) tersebut. Istilah smart village diterjemahkan sebagai sebutan desa “cerdas”. Istilah “smart” digunakan dalam rangka melawan stigma desa yang telah lama melekat pada desa. Seperti: desa dianggap tidak berpendidikan, terbelakang, miskin, ketinggalan jaman, dan lain sebagainya. Saat ini desa dianggap mampu melakukan pembangunan masyarakatnya secara cerdas. Desa Cerdas (Smart Village) adalah inisiatif berbasis komunitas yang digagas untuk memanfaatkan tegnologi informasi bagi masyarakat pedesaan. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku/etnisitas dan profesi untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas yang diintegrasikan dengan tegnologi informasi dan komunikasi (TIK) agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Kehadiran Desa Cerdas (Smart Village) diperlukan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan desa dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat lokal. Inisiatif Desa Cerdas  (Smart Village) ini penting tidak hanya dari sisi Undang-Undang untuk membangun desa menjadi mandiri, tetapi juga mengingat perkembangan digitalisasi saat ini yang berpengaruh besar bagi perkembangan desa, terutama terhadap pola perilaku masyarakat. Salah satu cara untuk mengantisipasi pengaruh tersebut adalah dengan menciptakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui pembentukan Desa Cerdas (Smart Village). [6:  http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2018/1261-pengembangan-sustainable-smart-village-di-desa-loram-wetan] 

	Selaras dengan akselerasi pembangunan desa melalui Smart Village yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat ditempuh dengan memberdayakan potensi desa yang ada, salah satunya potensi aset pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Potensi kekayaan akan budaya dan alam yang dimiliki Desa Senaru, Desa yang terletak di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat dikembangkan dengan pendekatan tegnologi informasi dan komunikasi, sehingga Desa Senaru syarat akan pembentukan menjadi Smart Village. Dengan melihat pada kasus penerapan smart village pada pengembangan desa wisata Senaru pada akhirnya akan terlihat bagaimana pemataan peluang dan tantangan smart village di Indonesia khususnya dalam rangka pembanguan desa wisata. Sehingga kajian ini mampu menghasilkan beberapa poin rekomendasi terhadap stakeholder terkait. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan kajian tentang penerapan Model Smart Village Dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Pada Desa Wisata Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

LANDASAN TEORI
Dari Smart City menuju Smart Village
Smart City (Kota Pintar) adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan Smart City dengan  pembobotan aspek lingkungan menjadi: Smart City menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan[footnoteRef:7]. [7:  Cohen, Boyd. (2013). What exactly a smart city? http://www.boydcohen.com/smartcities.h tml ] 

Schaffers (2010) mendefinisikan Smart City sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat[footnoteRef:8]. Kourtit & Nijkamp (2012) menyatakan Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota.Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal social (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif)[footnoteRef:9]. Perencanaan Smart City di Indonesia mengacu pada pilar Smart City (Bappenas, 2015) yang mempunyai target-target sebagai berikut :  [8:  Schaffers, Hans. (2010). Smart Cities and the Future Internet: Towards Collaboration Models for Open and User Driven Innovation Ecosystems, FIA Ghent, “Smart Cities and Future Internet Experimentation”, December 16th 2010. Lazaroiu, George Cristian and Roscia, Mariacristina. 2012. Definition methodology for the smart cities model. Elsevier Ltd. ]  [9:  Kourtit, Karima & Nijkamp, Peter (2012). Smart cities in the innovation age. The European Journal of Social Science Research, Vol.25, Juni 2012, 93-95. Routledge. 
] 

1. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. 
2. Sebuah kota yang mampu mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel kereta api bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik dan pengeloaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan kemanan dipercayakan kepada penduduknya. 
3. Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT dan infrastruktur sosial dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. 
4. Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. 
5. Penggunaan smart computing untuk membuat Smart City dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien[footnoteRef:10].  [10:  Bappenas. Konsep Smart City Indonesia. Cobit, M. F. (n.d.),2015,No Title, 1–14. ] 
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Gambar 1. Siklus Smart City menurut Bappenas

Smart village atau bisa di sebut juga dengan istilah Desa Pintar merupakan rangkaian dari Program Universal Service Obligation (USO). Program ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan bidang information and communication technology (ICT) pada masyarakat, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah[footnoteRef:11]. Smart village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari smart city. Perbedaanya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Jika smart city diimpelmentasikan di level kota, maka smart village diimplemnetasikan di level desa. Smart City is a concept development, implementation, and implementation of technology that is applied to an area (especially urban) as a complex interaction between the various systems that exist in it  (Pratt, 2014: 94)[footnoteRef:12]. Pada prinsipnya smart city sebenarnya hadir untuk menjawab berbagai tantangan yang terjadi pada lingkungan perkotaan. Seperti misalnya masalah kemacetan, masalah lingkungan kumuh, sanitasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan masalah khas perkotaan lainnya.[footnoteRef:13] Sehingga kemudian yang bisa dikatakan sebagai kota cerdas adalah sebuah kota yang memiliki dimensi sebagai berikut: smart economy, smart people, smart government, smart energy, smart mobility, smart environment, smart living (Pratama, 2014: 96)[footnoteRef:14].  [11:  Subiakto H, Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013]  [12:  Ni Putu Nurwita Pratami Wijaya . Analyse of Smart City Concept as Supporting the Government Information Disclosure, Case Study: Bandung Smart City,2014]  [13:  Ibid ]  [14:  Ibid ] 

SMART ECONOMY
(Competitiveness)
SMART PEOPLE
(Social and Human Capital)
· Innovative spirit
· Entrepreneurship
· Economic image & trademarks Productivity
· Flexibility of labour market
· International embeddedness
· Ability to transform
· Level of qualification
· Affinity to life long learning
· Social and ethnic plurality
· Flexibility
· Creativity
· Cosmopolitanism/Open- mindedness
· Participation in public life
SMART GOVERNANCE
(Participation)
SMART MOBILITY
(Transportation & ICT)
SMART ENVIRONTMENT
(Natural Resources)
SMART LIVING
(Quality of Live)

· Attractivity of natural	conditions
· Pollution
· Environmental protection
· Sustainable resource	management	
· Social cohesion
· Local Accessibility 
· (Inter-) national accessibility
· Availability of ICT-infrastructure
· Sustaibable, innovative and safe transport system
· Participation in decision-making
· Public and social services
· Transparent governance
· Political Strategies & perspective

Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep smart city sebagai dasar dari penerapan smart city yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks smart city 70 (tujuh puluh) kota di Eropa[footnoteRef:15]. Keenam dimensi beserta indikatornya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: [15:  Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, E.Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities.Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology,2007
] 
· Cultural Facilities
· Health Conditions
· Individual Safety
· Housing Quality
· Education Facilities
· Touristic Attractivity
· Social Cohesion




Gambar 2.Dimensi dan Indikator Smart City (Griffinger, 2007)



Namun sebenarnya konsep Smart City pertama kali dicetuskan oleh perusahaan IBM. Smart City ini menggunakan teknologi informasi (TI) untuk menjalakan roda kehidupan kota yang lebih efisien. Versi IBM, smart city adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Pada awalnya IBM membuat 6 (enam) indikator yang harus dicapai. Keenam indikator tersebut adalah: (1) masyarakat penghuni kota, (2) lingkungan, (3) prasarana, (4) ekonomi, (5) mobilitas, serta (6) konsep smart living.
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Gambar 3. Indikator Smart City

Di Indonesia sendiri sejauh ini belum ada kota yang benar-benar menerapkan smart city secara penuh. Penelitian pada tahun 2017 di Kota Malang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap menerapkan smart city. Smart city di Kota Malang hanya terbatas pada diciptakannya beberapa aplikasi untuk pelayanan publik. Itupun dalam implementasinya tidak berjalan secara maksimal. Sebut saja aplikasi sambat online. Pada kenyatannya tidak secara cepat menyelesaikan keluhan masyarakat.ditambah dengan komponen kota cerdas yang lain yang belum terpenuhi, misalnya smart living, smart mobility, dan lain sebagainya (Rahmad Gustomy dan Tia Subekti, 2017)[footnoteRef:16]. [16:  Tia Subekti, Ratnaningsih Damayanti, Penerapan Model smart Village dalam pengembangan Desa Wisata:Studi pada Desa wisata Boon PringSanankerto Turen Kabupaten Malang,JPALG Vol.3 (No.1),2019,hlm 18-29] 

Mengadopsi dari sistem smart city maka smart village pada mulanya juga memiliki tujuan yang sama. Yakni memberikan tawaran solusi pada masalah pedesaan, Seperti misalnya masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keterlebelakangan tegnologi, kekurangan informasi,  dan  masalah  lainnya  khas kawasan rural. Berbagai akademisi mencoba mendefinisikan smart village, diantaranya definisi dari Europian Network for Rural Development: Smart villages are rural areas and communities which build on their existing strengths and assets as well as new opportunities to develop added value and where traditional and new networks are enhanced by means of digital communications technologies, innovations and the better use of knowledge for the benefit of inhabitants[footnoteRef:17]. Kata kunci yang muncul dari definisi tersebut adalah tentang aset desa, tegnologi, dan jaringan. Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh EU network for Rural Development lebih jauh menjelaskan tentang bagiamana membuat sebuah pertanian di lingkunagn pedesaan yang smart, bagaimana membuat mobilitas antara kawasan desa dan kota yang smart, atau bagaimana menciptakan sebuah energy yang smart untuk kawasan pedesaan[footnoteRef:18].  [17:  Europian Network for Rural Development no 26 ISSN 1831-532
]  [18:  Tia Subekti, Ratnaningsih Damayanti, Loc cit] 

Smart Village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep Smart City namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya.
Sebuah konsep Smart Village (Desa Pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan terhadap pengembangan pariwisata. Berbasis ekowisata dengan memadukan tegnologi. Yang tentunya memberikan inovasi dan konsep baru di desa. Dengan mengadopsi komponen Smart City, maka bukan hal yang mustahil jika dari desa akan muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis pariwisata, sumber daya manusia yang unggul, dan transparan, serta lingkungan sosial yang baik.
Selanjutnya pada literatur  yang berbeda dijelaskan bahwa smart village didefinisikan sebagai sebuah desa pintar yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang dimaskud meliputi layanan air bersih, pendidikan dasar, tempat tinggal, komunikasi dan transportasi, lapangan pekerjaan, dan penjualan hasil pertanian[footnoteRef:19]. Berikut dijelaskan pula framework dari smart village dengan melihat implementasi smart village di salah satu desa di India: [19:  ETR 90, Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES,IISc, 2015] 




[image: ]Gambar 4: Smart Village Framework
Sumber: ETR 90, Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES,IISc, 2015

Literatur selanjutnya memberikan definisi smart village yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Brian Heap (2015) memberikan penekanan adanya peningkatan kesadaran masyarakat desa akan hak-hak mereka dan menuntut adanya pelibatan masyarakat dalam proses pemerintahan serta tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat. Hak-hak yang dimaskud disini sama dengan penjelaskan akademisi lainnya yang meliputi hak-hak dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya[footnoteRef:20]. Smart village diharapkan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa seperti yang didapatkan oleh masyarakat kota namun dengan tetap mempertahankan kearifan local. Sehingga tidak tercipta gap yang besar antara kehidupan amsyarakat kota dan desa. Ini diharapkan juga menjadi bagian solusi dari maraknya arus urbanisasi dari desa ke kota.[footnoteRef:21]  [20: Essays compiled by Brian Heap,Research Associate of the Centre of Development Studies, University of Cambridge Published in 2015 by Banson, 27 Devonshire Road, Cambridge CB1 2BH ISBN: 978- 0-9932932-0-7 (paperback); 978-0-9932932-1-4
(hardback)]  [21:  Ibid
] 

Rutujua Somwansi, dkk (2016) memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dari smart village yang meliputi : 1.Smart security. 2. Efficient public transportation system. 3. Improving sanitation conditions 4. Solid and liquid waste management. 5. Rain harvesting/Rain water drainage system. 6. Safe drinking water facilities. 7. Use of renewable energy Energy conservation. 9. Grievance redresser. 10. Strengthening CBOs. 11. Functional bank account. 12. Facilities regarding to the agriculture. 13. Latest& affordable medical facilities. 14. E-governance. 15. Use of modern technologies for improvement of locality. 16. Improvement on women empowerment. 17. Educational facilities.[footnoteRef:22] [22:  Rujutama Somwansi, dkk.” Study and Development of Village as a Smart Village”. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 6, June-2016 395 ISSN 2229-5518 IJSER © 2016 http://www.ijser.org] 

Pada penerapannya smart village dipahami sebagai konsep yang memiliki banyak makna sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya. Tidak ditemukan definisi tunggal dari smart village. Di Indonesia misalnya smart village di adopsi oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pedesaan di Indonesia yang beranekaragam. Namun mayoritas yang dimaksud dngan smart village di	Indonesia	terbatas pada pemanfatan tegnologi internet dalam pembangunan desa. 
Pada akhirnya, penelitian ini fokus pada penerapan smart village pada pengembangan desa wisata. Pentingnya terbentuknya desa wisata sangat dipenaruhi oleh partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan kelompok pengusaha setepat. Hal ini karena keaslian suatu desa wisata menjadi daya tarik tersendiri. Perkembangan industri pariwisata yang dalam hal ini adalah desa wisata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu wilayah, antara lain pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah[footnoteRef:23].  [23:  Lestari, S,Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Mayarakat; Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009] 

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagiamana smart village digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan desa wisata, sehingga membawa konsep yang modern ini untuk diimpmenetasikan pada pengembangan desa wisata yang berbasis pada tradisi dan potensi lokal desa. 

METODE PENELITIAN
Kondisi permasalahan Penerapan Model Smart Village Dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Pada Desa Wisata Senaru ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian  dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-induktif. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam dan bukan hanya membuat “peta umum” dari objek penelitian tersebut secara teknis, penelitian dengan metode deskriptif ini paling jauh mengkaji pola hubungan korelasional antara beberapa variabel tetapi hubungan pengaruh mempengaruhi atau sebab akibat tidak termasuk dalam penelitian deskriptif [footnoteRef:24]. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi[footnoteRef:25]. Penentuan informan penelitian dalam hal ini peneliti menggunakan snowball sampling. [24:  Prasetya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian (Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula), CV Infomedia, Jakarta, 2000, hal. 60]  [25:  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2018 ] 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode utama dalam pengumpulan data yaitu: 
1. Studi Pustaka : Adapun literatur yang digunakan berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. literatur pengumpulan data dan informasi tentang landasan teori bagi solusi masalah yang bersumber pada referensi topik atau masalah yang sedang diteliti.
2. Pengumpulan Data: Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber utama yakni pengelola BUMDes.
PEMBAHASAN
Pengelolaan Desa Wisata Senaru  
	Desa Wisata Senaru yang terletak di kecamatan Bayan adalah salah satu dari 14 desa wisata yang dicanangkan sebagai smart village, Desa Senaru ini akan dilewati oleh para pendaki untuk menuju ke Gunung yang berada di pulau ini. Di desa ini, Anda bisa mempelajari dan mendalami kehidupan masyarakat asli Lombok [footnoteRef:26]. Desa yang terletak di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memiliki Aset yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. [26:  https://kicknews.today/2019/12/13/tahun-depan-disbudpar-klu-bentuk-9-desa-wisata-baru/] 

Tabel 1.1 
Aset Pariwisata Desa Senaru
	No
	Aset Pariwisata
	Jenis Potensi
	Lokasi (Dusun)

	1
	Air Terjun Sindang Gila
	Wisata Alam
	Dusun Senaru

	2
	Air Terjun Tiu Kelep
	Wisata Alam
	Dusun Senaru

	3
	Air Terjun Batara Senaru 
	Wisata Alam
	Dusun Senaru

	4
	Arca (Patung Bon Gontor)
	Wisata Sejarah
	Dusun Bon Gontor

	5
	Air Terjun Penumpasan Senaru
	Wisata Alam
	Dusun Senaru

	6
	Makam Demung
	Wisata Religi
	Dusun Senaru

	7
	Makam Dusun Salah
	Wisata Religi
	Dusun Tumpangsari

	8
	Sungai Reak
	Wisata Alam (Potensi Outbond)
	Sepanjang Aliran Air Desa Senaru

	9
	Terowongan Batu
	Wisata Alam (Potensi Outbond)
	Dusun Senaru

	10
	Dusun Tradisional Senaru
	Wisata Budaya
	Dusun Senaru

	11
	Sumur Lengkoq
	Wisata Sejarah
	Dusun Kebaloan

	12
	Roah Penyeranan
	Wisata Budaya
	Dusun Senaru

	13
	Roah Gunung
	Wisata Budaya
	Dusun Senaru

	14
	Batu Mpok
	Wisata Sejarah
	Dusun Kebaloan

	15
	Kesenian Suling Dewa
	Wisata Kesenian Budaya
	Dusun Senaru


Sumber : Desa Senaru 2019
	Sejumlah aset pariwisata yang dimiliki oleh Desa Senaru, dimulai dari wisata alam, wisata budaya, kesenian hingga wisata religi, namun belum satupun yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Air Terjun Sindang Gila sudah dikelola langsung oleh pemerintah daerah, namun aset pariwisata yang potensial lainnya belum tersentuh baik oleh pemerintah daerah maupun insiatif dari pemerintah desa, tentu hal ini sangat disayangkan sehingga sangat dibutuhkan suatu pola yang dapat dijadikan refrensi sebagai langkah terbaik untuk pengelolaan sumber-sumber wisata di atas. Pengelolaan aset pariwisata tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), artinya BUMDes yang dimiliki oleh desa akan dikembangkan untuk pengelolaan aset pariwisata lainnya yang dimiliki oleh desa, sehingga nantinya memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa agar menjadi lebih maju dan berkelanjutan. 
	Desa Senaru memiliki beberapa aset pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berupa kekayaan asli yang dimiliki Desa Senaru dalam lingkup wilayah geografis desa yang tersebar di beberapa dusun, namun dari sekian banyak aset pariwisata yang dimiliki baru satu yang dikembangkan yaitu Air terjun Sindang Gila, itupun pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dimana desa hanya mendapatkan bagi hasil retribusi sebesar 10% dari total pendapatan. Data tahun 2019 berdasarkan pada lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Senaru yang menyatakan bahwa Desa Senaru mendapatkan Rp.36.300.000,00 setiap tahunnya.[footnoteRef:27] [27:  Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Senaru Raden Akria Buana.] 

	Desa Senaru memiliki luas 4.200 Ha, menjadi lahan tempat tinggal penduduk yang terdiri dari 15 Dusun (lingkungan), lahan perkebunan dan lahan pertanian. Lokasi yang memiliki potensi pengembangan perekonomian terletak pada jalur akses menuju lokasi potensi pariwisata sesuai dengan peta wisata Desa Senaru, namun sebagian besar telah dimiliki secara pribadi oleh warga non penduduk asli Desa Senaru yang sedianya membangun fasilitas pendukung perkembangan pariwisata seperti misalnya : homestay, restaurant, tourism information counter dan cafe. Hal tersebut tentu sangat baik bila dilihat dari perspektif perkembangan perekonomian dan juga perkembangan pariwisata di wilayah sekitar, namun kurang optimal bila tidak memberikan multiplier efect terhadap seluruh wilayah Desa Senaru sebagai satu kesatuan masyarakat, terlebih lagi konsentrasi dari perkembangan bisnis ialah didominasi oleh motif pencapaian sebesar-besar income untuk pengusaha yang bersangkutan, sementara dukungan pengembangan pariwisisata melalui pembangunan bisnis pariwisata harus memuat sebanyak-banyaknya pencapaian tujuan positif sekaligus seperti pelestarian budaya dalam hal ini adat-istiadat sebagai ciri khas dari masyarakat desa, pelestarian lingkungan alam juga menjaga entitas asli yang dimiliki desa.
Sementara    itu,    berdasarkan  hasil wawancara dengan kepala desa Bapak 
Raden Akria Buana menjelaskan bahwa implementasi  smart  village  di  desa wisata Senaru tersebut baru sebatas pemanfatan media untuk promosi wisata[footnoteRef:28]. Pengelola wisata memasarkan desa wisata melalui media sosial instagram dan juga melalui pembuatan website Ketika orang ingin berwisata ke Desa Senaru yang dilakukan pertama adalah mengecek melalui mesin pencari google. Informasi tentang desa wisata ini diinfokan. Seperti harga tiket, rute perjalanan, wahana wisata, dan juga foto-foto tentang objek wisata tersebut. Ditambah dengan promosi wisata melalui media sosial instagram dengan memasang foto-foto yang menarik. Pengelola sengaja menyediakan spot foto yang menarik. Harapannya ketika foto tersebut diunggah ke media sosial maka akan menarik minat pengunjung lain. Cara ini efektif digunakan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Saat ini jumlah pengunjung ke wisata Senaru perharinya mencapai 10-50 orang[footnoteRef:29]. [28:  Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Senaru Raden Akria Buana.]  [29:  https://www.goersapp.com/events/wisata-desa-senaru--desasenaru] 


Peluang dan Tantangan Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata
[bookmark: _GoBack]	Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam penentuan arah kebijakan dan pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan pedesaan menjadi hal yang harus diutamakan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengangkat pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan sosial. 
Berdasarkan penerapan smart village di Desa Senaru tersebut masih terlihat adanya kesenjangan antara kajian teoritis dan implementasi dari smart village. Sebagai komparasi bisa dilihat penerapan smart village di negara lain misalnya di India atau di negara-negara Eropa yang sudah berhasil mendesign sebuah kawasan pedesaan menjadi desa pintar secara komprehensif dan terietgrasi dengan baik. Untuk memetakan peluang dan tantangan smart village dalam pengelolaan desa wisata penulis meminjam penjelasan smart village dari Europian Network for Rural Development yang pada intinya menjelaskan bahwa yang dimaksud smart village adalah desa yang memiliki kemampuan mengelola aset mereka untuk bisa memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan jaringan dan teknologi untuk kepentingan penduduk[footnoteRef:30]. Sehingga berangkat dari definisi tersebut dapat dilakukan pemetaan terhadap peluang dan tantangan pengelolaan desa wisata berbasis smart village dengan melihat pada Desa Wisata Senaru sebagai berikut: [30:  Ibid., ETR 90, Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES,IISc, 2015] 

Pertama, smart people. Yang dimaksud dengan smart people disini adalah masyarakat yang cerdas. Dalam pengembangan pariwisata yang terpenting adalah unsur masyarakat yang mampu mendukung jalannya desa wisata. Masyarakat desa wisata Senaru sudah memiliki modal SDM masyarakat yang cukup.[footnoteRef:31] Selain memiliki ketrampilan, masyarakat desa senaru juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam mendukung pengembangan desa wisata. Mereka aktif membentuk kelompok sadar wisata untuk mengelola desa wisata. Promosi melalui media sosial instagram, facebook, website, dan blogspot telah dilakukan. Namun, upaya Branding terhadap Kawasan wisata ini belum dilakukan dengan maksimal tetapi sudah didukung oleh masyarakat di Desa Senaru ini masih kuat mempertahankan budaya tradisionalnya. Oleh sebab itu, desa ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang direkomendasikan saat berkunjung ke Lombok[footnoteRef:32]. Wisata ini memiliki kekhasan wisata tersendiri daripada desa wisata yang lain.  [31:  https://senaru lombokutara. desa.id/first/artikel/32]  [32:  https://firstlomboktour.com/wisata-desa/desa-wisata-lombok
] 


Kedua, smart government Merujuk pada pendapat Scholl (2014)[footnoteRef:33] yang dimaksud dengan  smart  government  adalah pemerintah yang cerdas, terbuka, dan partisipatif. Smart government identik dengan penerapan e-government. dapat dimaknai sebagai suatu proses pelayanan dan pengelolaan pemerintahan dengan bantuan penggunaan TIK berbasis perangkat elektronika. Tujuan e-government umumnya agar sistem pemerintahan lebih efisien, transparan, dan efektif. Dengan demikian, proses pelayanan publik seperti perizinan, pembayaran, hingga penganggaran tidak mesti tatap muka. Proses jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak jika ada kelambatan atau penyalahgunaan wewenang. Didalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Dampaknya adalah sistem dalam Smart Government dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan secara efektif. Pasca terwujudnya Smart Government, berarti pemerintah desa tidak lagi hanya berlomba dengan desa lain secara nasional dalam hal kualitas pelayanan publik, tetapi juga secara global. misalnya, pembuatan website pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tranparansi desa, pelayanan desa berbasis elektronik, pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi dan keterbukaan publik. Menampung aspirasi masyarakat melalui jejaring media sosial, dan lain sebagainya. Pemanfatan teknologi dalam pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, meningkatkan partisipasi masyarakat,  keterbukaan informasi publik dan mengurangi peluang korupsi. Untuk kebutuhan pengembangan desa wisata pemerintah Desa Senaru membentuk BUMDes. Sehinga pengelolaan Desa Wisata sepenuhnya dikelola melalui BUMDes. Harapannya melalui BUMDes dapat dicapai keuntungan yang maksimal dengan pengelolalaan yang optimal. Selebihnya, dari hasil penelitian menunjukkan belum ada pengembangan pemerintahan berbasis teknologi yang mampu menunjang terciptanya smart government secara efektif dan efisien. [33:  gabriela viale pereira,dkk,smart government in the context of smart cities: a literature Review. Yang diunduh melalui laman https://www.researchgate.net/publication/325304603_Smart_governance_in_the_context_of_smart_cities_A_litera ture_review,2018
] 

Ketiga, smart economy. Poin penting dalam mewujdukan smart village adalah adanya upaya  untuk mewujdukan ekonomi yang “smart”. Smart Ekonomi Mendorong berkembangnya ekonomi melalui industri kreatif  pada bidang digital, merupakan contoh dari pengembangan smart economy. Dengan memanfaatkan teknologi digital, banyak peluang usaha baru yang muncul dan tak jarang yang menghasilkan solusi efektif untuk suatu masalah perdesaan. Namun, solusi tidak berhenti pada industri kreatif saja. Keseluruhan iklim bisnis juga perlu diperhatikan. Pada intinya, bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menarik investor, dan meningkatkan daya tarik desa. Akhirnya, akan membuka lapangan kerja baru, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan ekonomi lainnya.
Smart economy sangat berkaitan dengan unsur yang pertama yaitu smart people. Artinya butuh masyarakat yang cerdas untuk bisa membangun ekonomi yang cerdas. Pada pengelolaan desa wisata Senaru terlihat adanya upaya untuk membangun kondisi ekonomi yang smart melalui sedikitnya 2 aktivitas. Pertama, adanya upaya meningkatkan nilai pada potensi lokal masyarakat yakni pada kerajinan tenun bayan, Kualitas kain tenun atau songket di Desa Senaru telah diakui hingga ke mancanegara. Kemudian di desa Senaru merupakan sentra oleh-oleh kerajinan dari gerabah. Kedua, melihat peluang ekonomi dengan menciptakan sebuah destinasi wisata baru. Masyarakat dan pemerintah setempat secara kreatif dan inovatif mampu menyulap sebuah kawasan air terjun dan sungai menjadi Kawasan outbond sebuah destinasi wisata alternatif yang menghasilkan. 
Kempat, Smart environmental. Smart enviromental bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang dimaksud adalah masalah sanitasi, sampah plastik, global warming, ketersedian ruang publik yang ramah anak, dan lain sebagainya. Beberapa daerah menjadikan lingkungan sebagai salah satu poin utama yang digarap untuk bisa mewujudkan smart city. Kabupaten Lombok Utara yang konsen terhadap penciptaan lingkungan yang Layak anak. 
 Masalah lingkungan di level pedesaan sedikit berbeda dengan masalah di kota. Misalnya desa tidak begitu banyak menghadapi masalah polusi udara, namun masalah lingkungan di pedesaan biasanya identik dengan masalah penataan lingkungan dan pemanfatan sumber daya alam. Seperti Desa Wisata Senaru yang menghadapi tantangan dalam penataan dan pengelolaan lingkungan untuk bisa menarik wisatawan. Belum banyak yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mewudjukan smart enviromental. Yang dilakukan sejauh ini sebatas pada penataan kawasan perairan menjadi desa wisata.
Desa berperan besar dalam mengimbangi aktivitas yang   menimbulkan   pencemaran   di   daerah perkotaan. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di level desa untuk menopang kesimbangan lingkungan. Pertama, menjaga lingkungan dengan mempertahankan kearifan lokal. Kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam misal air, hutan, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Ketiga, Pemerintah Desa sedang mengurangi Sampah plastik berbagai cara dilakukan untuk mendaur ulang sampah plastik dan memperlambat pertumbuhannya. Untuk merespon tindakan baik pemerintah tentang pengurangan sampah plastik, kini banyak rumah makan atau restoran yang tidak lagi memberikan sedotan dalam paket penjualan.

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dari studi kasus yang dipilih dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan model smart village pada pengembangan desa wisata tersebut masih belum dilakukan secara maksimal. Baik masyarakat maupun pemerintah belum sepenuhnya siap membangun smart village. Ini terlihat dalam minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pemerintah. Serta minimnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terjadi penyempitan makna dalam implementasi smart village. Smart village hanya identik dengan pemanfaatan media sosial untuk ajang promosi desa. Namun smart village tidak hadir secara nyata untuk mengatasi masalah yang ada di desa. Belum ada upaya yang terstuktur dan massif yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam mewujudkan smart village di desa tersebut. 
 SARAN
Sehingga pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa poin rekomendasi terhadap stakeholder terkait sebagai berikut:
a. Rekomendasi untuk pemerintah desa :
    Dalam rangka mewujudkan smart government pemerintah desa perlu mengembangkan dan memanfatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga mampu mendorong dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Kemudian, inisiasi dari pihak pemerintah penting dilakukan untuk mendorong upaya yang serius dalam pembangunan smart village. Selain itu pemerintah juga perlu membuka kerjasama dengan pihak luar untuk mendorong pembangunan smart village, misalnya mendorong kerjasama dengan perusahan telekomunikasi.
b. Rekomendasi untuk masyarakat: masyarakat harus lebih inovatif, kreatif dan partisipatif sehingga mendorong munculnya inisiasi untuk pengembangan ekonomi yang smart. Misalnya dengan terus mengedukasi diri supaya mampu mengelola potensi lokal yang bernilai global.
c. Rekomendasi untuk pihak swasta: sebagai wujud dari tanggungjawab sosial perusahaan maka pihak swasta berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk membangun lingkungan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan komunikasi dengan pemerintah untuk turut membantu membangun smart village.
d. Rekomendasi	untuk	pemerintah pusat: perlu adanya upaya yang serius untuk membangun sebuah pilot project smart village di Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi sehingga mampu menyelesaikan problem yang ada di wilayah pedesaan.
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